
BUPATI SEMARANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 46 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa memperhatikan ketentuan BAB II Bagian Kesatu 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 
mengamanatkan bahwa Daerah menyusun pembentukan 
dan susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Semarang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2017; 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 725); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Nege.ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Sal~tiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500}; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663}; 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban 
Kepala·. Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 122); 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj 
Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 



' 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi 'Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 {Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 65); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 13); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerali 
Kabupaten Semarang (Lerr:i.baran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 15); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kab~paten Semarang Tahun 2016 Nomor 21); 

33. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPAT1 SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 201 7 
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan dalam Lampiran BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH pada Matriks Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lam.piran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 12 - 10 - 2016 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 12 - 10 - 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 46 
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